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ABSTRAK 

 

Asas hukum acara perdata menyebutkan bahwa pengadilan wajib 

mendamaikan pihak berperkara. Asas ini mengharuskan pengadilan (Hakim) agar 

dalam menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya terlebih dahulu 

berupaya mendamaikan kedua belah pihak  berperkara. Terkait dengan upaya 

damai yang harus dilakukan Hakim dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara 

di bidang ekonomi syari‟ah umumnya dan di bidang perbankan syari‟ah 

khususnya di lingkungan peradilan agama, Mediator (Hakim) memiliki peran 

sangat penting tetapi terdapat fenomena Hakim di Pengadilan Agama yang belum  

memiliki sertifikat mediator dan jadwal persidangan yang padat mempengaruhi 

kualitas keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama. Untuk itu penting untuk 

penulis melakukan penelitian, bagaimana proses mediasi sengketa ekonomi 

syari‟ah di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2009-2014 dan bagaimana 

peranan mediator (Hakim) Menunjang Efektivitasnya Mediasi di Pengadilan 

Agama Purbalingga. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research) dan sifat penelitiannya adalah kualitatif. Skripsi ini menggunakan 

metode studi dokumen, observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam 

pengumpulan datanya. Sedangkan untuk menganalisis data yang telah terkumpul, 

penulis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

Yuridis sosiologis. 

Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa tahapan mediasi ekonomi 

syari‟ah di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu: Pra mediasi, mediasi, akhir 

mediasi dan Peran mediator sangat berpengaruh dalam keberhasilan mediasi, 

karenanya pemilihan mediator menjadi suatu hak bagi para pihak yang 

bersengketa untuk membantu menengahi permasalahan yang dihadapi. Peran 

mediator sebagai sebuah garis rentang dari sisi peran yang terlemah hingga sisi 

peran yang terkuat di Pengadilan Agama Purbalingga. Sisi peran terlemah dan 

terkuat sudah mulai diterapkan sebagai tugas seorang mediator akan tetapi 

keputusan tetaplah kembali kepada para pihak karena mediator hanya memiliki 

kewenangan mengarahkan dan memberi jalan keluar di luar keputusan. 

 

 

Kata kunci: Mediator, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari‟ah, Pengadilan 

Agama Purbalingga 
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MOTTO 

نَ هُمَا صُلْحًا  لْحُ وَالص  وَإِنِ امْرأَةٌَ خَافَتْ مِنْ بَ عْلِهَا نشُُوزاً أَوْ إِعْراَضًا فَلا جُنَاحَ عَليَْهِمَا أنَْ يُصْلِحَا بَ ي ْ

رٌ وَأحُْضِرَتِ الأنْ فُسُ الش حَّ وَإِنْ تُُْسِنُوا وَتَ ت َّقُوا فإَِنَّ اللَّهَ كَانَ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيراً  خَي ْ

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari 

suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang 

sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia 

itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik 

dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

 

(Q.S An-Nisa> Ayat 128) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara  Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba῾ b Be ب

 ta῾ t Te ث

 śa ś es (dengan titik di atas) ث

 jim j Je ج

 h{ h{ ha (dengan titik di bawah) ح

 khaʹ kh ka dan ha خ

 dal d De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra῾ r Er ز

 zai z Zet ش

 sin s Es ض

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 d{ad d{ de (dengan titik di bawah) ض

 t{a’ t{ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa‟ ẓ zet (dengan titik di bawah)   ظ

 ain …. „…. koma terbalik ke atas„ ع

 gain g Ge غ

 fa῾ f Ef ف

 qaf q Qi ق

 kaf k Ka ك
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 lam l El ل

 mim m Em و

ٌ nun n En 

 waw w We و

ِ ha῾ h Ha 

 hamzah ' Apostrof ء

ً ya῾ y Ye 

 
B. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari  vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Pendek 

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat 

yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

   

 

fatḥah fatḥah A 

 

   

kasrah Kasrah I 

 ḍammah ḍammah U و

 

2. Vokal Rangkap  

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Nama Huruf 

Latin 

Nama Contoh Ditulis 

fatḥah dan ya ai a dan i يُكىب  Bainakum 

fatḥah dan wawu  au a dan u قول Qaul 
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3. Vokal Panjang 

Maddah atau vokal panjang  yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Fathah + alif ditulis ā Contoh  جاههيت ditulis   a h   yyah 

Fathah+ ya‟ ditulis ā Contoh  تُسي  ditulis tan   

Kasrah + ya‟ mati ditulis ī Contoh   كسيى  ditulis karῑm 

Dammah + wảwu mati ditulis ū Contoh  فسوض ditulis furūḍ 

 

C. Ta’ Marbūṯah 

1. Bila dimatikan, ditulis h: 

 Ditulis ḥ kmah حكًت

 Ditulis jizyah جصيت

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t: 

 Ditulis n ‘matu   h َعًت الله

3. Bila ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, 

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditranslitrasikan dengan ћ (h). 

Contoh: 

   rauḍah a -a f زوضت الا طفال

انًُوّزةانًديُت   al-madīnah a -munawwarah 

 

D. Syaddah (Tasydīd) 

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap: 

 Ditulis mutaˊadd dah يتعددة

 Ditulis ‘ ddah عدة
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E. Kata Sandang Alif + Lām 

1. Bila diikuti huruf Qamariyah 

 Ditulis al-badi>’u انبد يع

 Ditulis al-  y s انقياض

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah 

 ’ Ditulis  as- am انسًاء

 Ditulis  asy-syams انشًط

 

F. Hamzah 

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. 

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh: 

 Ditulis syaīun شيئ

 Ditulis ta’khużu تأخر

 Ditulis umirtu أيسث

 

G. Huruf Besar 

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang 

diperbaharui (EYD). 

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut 

bunyi atau pengucapan atau penulisannya 

 Ditulis ahl as-sunnah أهم انسُت

 Ditulis żawī a -furūḍ ذوى انفسوض
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KATA PENGANTAR 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi Islam beberapa tahun belakangan ini terlihat 

begitu pesat. Hal ini terlihat dari banyaknya bank umum konvensional yang 

berlomba-lomba membuka diri untuk menjadi bank umum syari’ah sampai 

saat ini tercatat sebanyak 11 bank umum syari’ah yang telah beroperasi.  

Keadaan ini telah menunjukkan indikasi positif  bahwa ekonomi Islam 

dapat diterima dengan baik di Indonesia. Perkembangan ini juga diikuti 

dengan semakin banyaknya BMT yang telah ada dan tersebar diseluruh 

Indonesia. Dengan banyaknya bank-bank syari’ah baik yang beroperasi secara 

stand alone maupun yang sudah menerapkan dual banking system, yang mana 

perbankan konvensional dengan sistem konvensional bisa membentuk unit-

unit perbankan dengan sistem syari’ah merupakan sebuah fenomena tersendiri 

di negeri ini.  

Hanya dalam kurun waktu 13 tahun sejak tahun 1992 hingga 2005, 

lembaga syari’ah di Indonesia tumbuh dengan pesat seperti perbankan 

syari’ah, asuransi syari’ah, reksadana syari’ah, pegadaian syari’ah, bahkan 

properti. Perkembangan lain yang dapat kita lihat jelas dengan semakin 

 banyaknya produk-produk yang muncul dengan lebel Islam ataupun syari’ah. 

Mulai dari make up yang muncul dengan wajah syari’ah, bengkel yang 
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muncul dengan label syari’ah, hotel, salon, restoran, dan masih  banyak lagi 

lini usaha yang giat mengeluarkan diri dengan imej Islam ataupun syari’ah.
1
 

Perkembangan aplikasi Ekonomi Islam di Indonesia sendiri dimulai 

sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, dengan landasan 

hukumnya UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang telah direvisi 

dalam  UU nomor 10 tahun 1998. Selanjutnya berturut-turut telah hadir 

beberapa UU sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kemajuan 

aplikasi ekonomi Islam di Indonesia.
2
 

Di Indonesia, pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa 

ekonomi syari’ah adalah Pengadilan Agama. Semenjak tahun 2006, dengan 

diamendemennya UU No. 7 Tahun 1989 dengan UU No. 3 Tahun 2006 

tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama diperluas. Di 

samping berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di 

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 

perkawaninan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah, 

Pengadilan Agama juga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari’ah (Pasal 49 ayat (I) UU No. 

3 Tahun 2006). Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan ekonomi 

syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut 

                                                             
1 Hafiddhuddin, “Peranan dan Pengaruh Iklan Pada Media Cetak Terhadap Perilaku 

Masyarakat Menggunakan IB Hasanah Card BNI Syari’ah “(Studi pada PT. Bank Negara 

Indonesia)”UIN Syarif Hidayatulloh” Lihat 

http://www.academia.edu/8302881/PROPOSAL_BAB_1. diakses 12 Desember 2015, Pukul 14.00 

WIB. 
2 Rahmani Timorita Yulianti, “Perbankan Islam di Indonesia (Studi Peraturan 

Perundang-undangan)”, dalam Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial FENOMENA, Vol. 01 No.2, 

Yogyakarta: Lembaga Penelitian UII, hlm. 104 

http://www.academia.edu/8302881/PROPOSAL_BAB_1
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prinsip syari’ah, antara lain meliputi: bank syari’ah, lembaga keuangan mikro 

syari’ah,  asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, reksa dana syari’ah, obligasi 

syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah,  sekuritas syari’ah, 

pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiunan lembaga keuangan 

syari’ah, bisnis syari’ah. 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama 

berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah. Kewenangan tersebut 

tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari’ah saja, tapi juga di bidang 

ekonomi syari’ah lainnya. Kemudian, kewenangan Pengadilan Agama 

diperkuat kembali dalam Pasal 55 (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syari’ah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan 

syari’ah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. 

Namun, Pasal 55 (29) UU ini memberi peluang kepada para pihak yang 

bersengketa untuk menyelesaikan perkara mereka di luar Pengadilan Agama 

apabila disepakati bersama dalam isi akad. Sengketa tersebut bisa diselesaikan 

melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syari’ah Nasional 

(BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain dan/atau melalui pengadilan 

dalam lingkungan Peradilan Umum.
3
 

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif  Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan sebagai wujud yang paling 

riil dan lebih spesifik dalam upaya negara mengaplikasikan dan 

mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis. Dalam Undang-

                                                             
3 Abdul Rasyid, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah di Indonesia Bagian 1 dari 

2”, Lihat http://business-law.binus.ac.id/2015/02/17/penyelesaian-sengketa-perbankan-syari’ah-

di-indonesia-bagian-1-dari-2-tulisan/, Diakses tanggal 20 Januari 2016, Pukul 18.00 WIB. 

http://business-law.binus.ac.id/2015/02/17/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah-di-indonesia-bagian-1-dari-2-tulisan/
http://business-law.binus.ac.id/2015/02/17/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah-di-indonesia-bagian-1-dari-2-tulisan/
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undang ini pula dikemukakan  bahwa negara memberi kebebasan kepada 

masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar 

pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negoisasi, konsiliasi atau 

penilaian para ahli.
4
 

Dalam perspektif hukum Islam konsep penyelesaian persengketaan 

disebut dengan istilah s}ulh}u. Konsep s}ulh}u (perdamaian) sebagaimana yang 

tersebut dalam berbagai kitab fikih merupakan satu doktrin utama hukum 

Islam dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu sengketa, dan ini 

sudah merupakan conditio sine quo non dalam kehidupan masyarakat 

manapun, karena pada hakekatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif 

belaka, melainkan lebih berupa fitrah dari manusia. Segenap manusia 

menginginkan seluruh aspek kehidupannya nyaman, tidak ada yang 

mengganggu, tidak ingin dimusuhi, ingin damai tentram dalam segala aspek 

kehidupan. Dengan demikian institusi perdamaian adalah bagian dari 

kehidupan manusia. 

Penyelesaian sengketa secara damai (S}ulh}) ini dalam Agama Islam 

antara lain ditegaskan dalam al-Quran dalam surat al-Hujarat (49) ayat 9: 

نَ هُمَا فإَِنْ بَ غَتْ إِحْدَاهُُاَ عَلَى الأخْرَى  تَتَ لُوا فأََصْلِحُوا بَ ي ْ فَ قَاتلُِوا الَّتِِ وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن اق ْ

نَ هُمَا باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُِ  ب  تَ بْغِي حَتََّّ تَفِيءَ إِلََ أمَْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَ ي ْ

 .الْمُقْسِطِينَ 

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 

berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau 

                                                             
4 Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Kewenangan Peradilan Agama 

(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 441. 
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yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang 

melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada 

perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya 

menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya 

Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”
5
 

Berbicara tentang mediasi, yang penting adalah bahwa dalam mediasi 

itu terdapat keterlibatan pihak ketiga yang independen untuk memberikan 

fasilitas dari mediasi. Dengan kata lain, mediasi adalah negosiasi antara kedua 

belah pihak yang dibantu pihak ketiga yang bersifat netral, namun ia tidak 

berfungsi sebagai Hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif 

penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa. Dengan 

demikian, hasil penyelesaian bersifat kompromi. Ciri-ciri pokok mediasi yaitu: 

pertama, mediator mengontrol proses negoisasi, kedua, mediator tidak 

membuat keputusan, mediator hanya memfasilitasi karena para pihak tidak 

merasa memiliki keputusan itu, tidak merasa masalahnya diselesaikan dengan 

cara yang diinginkannya. Mediasi itu semestinya win win solution sehingga 

tidak ada banding dalam mediasi. Kesepakatan yang tercapai adalah 

kesepakatan yang diinginkan mereka. Belum tentu yang dirasakan baik oleh 

mediator juga baik untuk para pihak.
6
 

Sudah menjadi asas dalam hukum acara perdata bahwa pengadilan 

wajib mendamaikan pihak berperkara. Asas ini mengharuskan pengadilan 

(Hakim) agar dalam menangani suatu perkara perdata yang diajukan 

kepadanya terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak  

                                                             
5 Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya  (Semarang: Karya Thoha Putra, 

2002), hlm. 9 
6 Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Kewenangan Peradilan Agama, 

hlm.450. 
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berperkara. Upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dipersidangan 

adalah suatu yang imperatif (wajib dilakukan) dengan jalan mediasi. Kelalaian 

Hakim mengupayakan perdamaian tersebut bagi kedua belah pihak berperkara 

akan mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum. 

Disini fungsi ADR (Alternative Dispute Resolution) sangatlah dibutuhkan 

untuk para pihak yang bersengketa agar penyelesaian sengketa tersebut bisa 

berakhir secara kekeluargaan. 

Terkait dengan upaya damai yang harus dilakukan Hakim dalam 

rangka menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syari’ah umumnya 

dan di bidang perbankan syari’ah khususnya di lingkungan peradilan agama, 

paling tidak ada dua ketentuan yang harus diperhatikan yaitu: ketentuan Pasal 

154 R.Bg/ 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 

2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
7
 

Di Pengadilan Agama Purbalingga menetapkan Hakim sebagai 

mediator yang resmi mengacu pada Pasal 154 R.BG/130 HIR dan peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di 

pengadilan. Dalam hal ini advokad dapat menjadi seorang mediator apabila 

telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan Mahkamah Agung serta pelatihan 

yang diselenggarakan bekerjasama dengan UIN Walisongo Semarang. Akan 

tetapi, advokad yang memiliki sertifikat mediator dan telah mengikuti 

pelatihan tidak dapat beracara sebagai mediator di Pengadilan Agama 

                                                             
7 Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah di Pengadilan Agama dan 

Mahkamah Syar’iyah (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.127. 
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Purbalingga karena Pengadilan Agama Purbalingga yang menetapkan Hakim 

yang berwenang sebagai mediator.
8
 

Disini peran mediator memang penting dalam mensukseskan mediasi 

tetapi peran para pihak juga tidak kalah penting karena Hakim disini hanya 

bertindak untuk menyadarkan para pihak akan pentingnya sebuah perdamaian 

dan esensi dari dari sebuah perdamaian tersebut.
9
 

Dari uraian di atas, terlihat bahwa mediator (Hakim) memilki peran 

sangat penting tetapi terdapat fenomena Hakim di Pengadilan Agama yang 

belum  memiliki sertifikat mediator dan jadwal persidangan yang padat 

mempengaruhi kwalitas keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama. Untuk itu 

penting untuk penulis melakukan penelitian, Bagaimana Peranan Mediator 

(Hakim) Menunjang Efektivitasnya Mediasi di Pengadilan Agama.  

Dari sinilah penulis tertarik mengangkat kasus tersebut dalam 

penelitian yang berjudul “Peranan  Hakim Sebagai Mediator Dalam 

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Purbalingga 

Tahun 2009-2014.” 

B. Definisi Operasional 

Guna menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah 

sekaligus sebagai acuan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, penulis 

perlu menegaskan istilah dari judul penelitian ini. Adapun penegasan yang 

penulis maksudkan adalah sebagai berikut: 

                                                             
8 Wawancara dengan Syamsul Falah (Hakim Mediator di Pengadilan Agama 

Purbalingga), Pada tanggal 8 Oktober 2015. Pukul 14.00 WIB. 
9 Wawancara dengan Syamsul Falah (Hakim Mediator di Pengadilan Agama 

Purbalingga), pada tanggal 08 oktober 2015 Pukul 02.00 WIB. 
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1. Sengketa/dispute: 

 Istilah sengketa dari bahasa indonesia dan dispute dari bahasa inggris 

yang berarti perselisihan atau percekcokan, atau pertentangan.
10

 Dalam 

penelitian ini difokuskan pada beberapa penyelesaian sengketa melalui 

mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2014. 

2. Mediasi 

 Mediasi merupakan pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian 

sengketa antara dua pihak.
11

 Dalam mencapai perdamaian tidak lepas dari 

bantuan mediator melalui proses perundingan yang diupayakan. 

3. Ekonomi syari’ah 

 “Sosial science which studies the economics problems of people imbued 

with the values of Islam”. (ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai 

Islam.
12

 

4. Mediator 

 Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak yang 

berperkara untuk menyelesaikan permasalahan untuk memperoleh 

kesepakatan guna mengakhiri sengketa. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan 

permasalahan penelitian skripsi ini, sebagai berikut. 

                                                             
10 Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.19. 
11Kamus Hukum, (Bandung: Citra Umbara), hlm.253. 
12Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syari’ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 

Agama, hlm.7. 
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1. Bagaimana proses mediasi sengketa ekonnomi syari’ah di Pengadilan 

Agama Purbalingga Tahun 2009-2014? 

2. Bagaimana peranan mediator dalam menunjang efektifitasnya mediasi 

sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-

2014? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan  

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan mediasi di 

Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2009-2014. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis peran mediator dalam 

pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2009-

2014. 

2. Manfaat  

a. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam rangka pengembangan kajian ilmu hukum terutama 

tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di 

Pengadilan Agama Purbalingga. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan masukan 

bagi praktisi di lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama baik 

Hakim maupun praktisi hukum lainnya dalam proses mediasi. 
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E. Kajian  Pustaka 

Dalam penelitian ini, penelusuran pustaka merupakan suatu yang 

sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan 

penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari 

adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang telah ada 

dan yang akan diteliti. Dalam tinjauan pustaka ini, penulis berusaha 

melakukan penelusuran dan penelaahan hasil-hasil penelitian terdahulu yang 

mempunyai korelasi dengan penelitian penulis yang berkaitan dengan konsep 

mediasi di pengadilan.
13

 

1. Teori yang mendukung 

 Dalam Buku yang ditulis oleh Abdul Mannan yang berjudul  Hukum 

Ekonomi Syari’ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama salah 

satunya  menjelaskan tentang tata cara menyelesaikan persengketaan 

dengan non litigasi dan beberapa beberapa Undang-Undang Peradilan.
14

 

 Cik Basir dalam buku II Penyelesaian Sengeketa Perbankan Syari’ah 

di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah  menyebutkan bahwa 

dalam Pasal 154 R.Bg/130 HIR dan pearturan Mahkamah Agung 

(PERMA) No. 01 Tahun 2008 terkait dengan upaya damai yang arus 

dilakukan Hakim dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara di bidang 

                                                             
13Anggita Isty Intansari, “Implementasi Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik 

Berdasarkan Perma No 1Tahun 2008, Skripsi STAIN Purwokerto, 2008. 
14 Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Kewenangan Peradilan Agama, hlm. 

1. 
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ekonomi syari’ah umumnya dan bidang perbankan syari’ah khususnya di 

lingkungan peradilan agama dengan prosedur Mediasi.
15

 

2. Hasil Penelitian Terdahulu  

 Penelitian lain tentang mediasi dilakukan oleh Budi Setiawan dalam 

skripsinya yang berjudul  Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian 

Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto Pasca berlakunya 

Perma Nomor 1 Tahun 2008. Fokus pembahasan skripsi adalah proses 

adalah penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto. 

Sedangkan penulis menfokuskan penelitian ini dalam  peranan mediator 

dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama 

Purbalingga Tahun 2009-2014.
16

 

 Dalam skripsi yang ditulis oleh Khairina yang berjudul Mediasi 

sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa antara Bank dan Nasabah dalam 

skripsi tersebut sama-sama mengkaji tentang penyelesaian sengketa 

dengan mediasi tapi perbedaannya hanya di skripsi ini mengkaji 

bagaimana tata cara mediasi bank dengan nasabah dan bagaimana 

penerapan mediasi sebagai penyelesaian sengketa, sedang skripsi yang 

sedang disusun penulis lebih difokuskan pada peranan seorang mediator 

                                                             
15 Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah di Pengadilan Agama dan 

Mahkamah Syar’iyah, hlm.1 
16 Budi Setiawan, “Pelaksaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di 

Pengadilan Agama Purwokerto Pasca Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008”. Skripsi STAIN 

Purwokerto, 2010. 
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dalam penyelesaian sengketa, dan bagaimana proses mediasi di Pengadilan 

Agama Purbalingga.
17

 

 Dalam skripsi yang ditulis Anggita Isty Intansari yang berjudul 

Implementasi Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik Berdasarkan Perma 

No 1 Tahun 2008. Dalam skripsi ini berfokus pada bagaimana Penerapan 

Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga dan meneliti bagaimana 

Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Konflik yang ditangani di 

Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2010, sedang skirpsi yang 

sedang disusun penulis lebih berfokus pada peranan mediator (Hakim) 

sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-

2014.
18

 

 Tulisan lain tentang mediasi ditulis oleh Nita Triana dalam artikelnya 

berjudul mengontruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) yang 

berlandaskan Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Nasional, dalam 

artikel tersebut diterangkan suatu proses penyelesaian konflik dimana para 

pihak yang bersengketa tersebut membangun upaya damai dan sepakat. 

Dalam hal ini, mediasi/ negoisasi, arbitrase dan litigasi sebagai bentuk 

alternatif penyelesaian sengketa (ADR).  Tulisan yang satu ini, dalam hal 

topik  yang tulis terdapat persamaan yaitu tentang perdamaian dalam 

sengketa yang akan diteliti oleh penulis. Perbedaanya terletak pada sudut 

pandang penelitian dan pembahasannya. Jika di dalam tulisan Nita Triana 

                                                             
17 Khairina, “ Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan Nasabah”. 

Skirpsi Universitas Hasanuddin, 2013. 
18Anggita Isty Intansari, “Implementasi Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik 

Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2008”. Skripsi STAIN Purwokerto, 2008. 
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dispesifikan pada penyelesaian sengketa yang berlandaskan hukum Islam, 

maka penelitian yang akan penulis lakukan lebih dispesifikan terhadap 

peranan Hakim sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi 

syari’ah di Pengadilan Agama Purbalingga 
19

 

Tabel Kajian Pustaka 

No. Nama/Tilte Judul Persamaan Perbedaan 

1.  Budi 

Setiawan/S1 

Pelaksanaan 

mediasi dalam  

perkara 

perceraian di 

Pengadilan 

Agama 

Purwokerto 

pasca berlakunya 

Perma No 1 

Tahun 2008. 

Fokus 

pembahasan 

dalam skripsi ini 

sama-sama 

memabahas 

mediasi sebagai 

penyelesaian 

sengketa. 

Dalam skripsi ini 

membahas mediasi 

perceraian di 

Pengadilan Agama 

Purwoketo 

sedangkan dalam 

skripsi yang 

penulis susun 

mediasi ekonomi 

syari’ah di 

Pengadilan Agama 

Purbalingga. 

2.  Khairina/S.H Mediasi sebagai 

penyelesaian 

sengketa antara 

bank dan 

nasabah 

Pembahasan 

dalam skripsi 

tentang prosedur 

mediasi antara 

bank dengan 

nasabahnya dan 

penerapan 

mediasi sebagai 

penyelesaian 

sengketa. 

Dalam skripsi ini 

meneliti bagaimana 

tata cara mediasi 

dan bagaimana 

penerapan mediasi 

sedangkan skripsi 

yang penulis susun 

lebih 

mengfokuskan 

pada peranan 

mediator dalam 

mediasi sengketa 

ekonomi syari’ah 

di Pengadilan 

Agama 

Purbalingga. 

                                                             
19 Nita Triana, “Mengkontruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) yang berlandaskan 

Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Nasional, “Jurnal Al Manahij,” Vol 3 (No. 1 Januari-Juni 

2009), hlm. 53. 
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3.  Anggita Isty 

Intansari 

/S.sy 

Implementasi 

Mediasi sebagai 

Penyelesaian 

Konflik 

berdasarkan 

Perma No 1 

Tahun  2008 

Dalam skripsi ini 

hampir sama 

dengan skripsi 

yang penulis 

susun yaitu 

mengkaji 

prosedur mediasi 

di Pengadilan 

Agama 

Purbalingga. 

Dalam skripsi ini 

meneliti bagaimana 

penerapan mediasi 

dan efektifitas 

mediasi di tahun 

2008-2009 

sedangkan penulis 

membahas tentang 

peranan mediator 

dalam penyelesaian 

sengeketa ekonomi 

syari’ah di 

Pengadilan Agama 

Purbalingga Tahun 

2009-2014. 

 

F. Kerangka Pemikiran Alternative Dispute Resolution (ADR) 

Alernative Dispute Resolution (ADR) adalah lembaga penyelesaian 

sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, 

yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, 

mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10 UU No 30 tahun 

1999).  

Phillip D. Bostwick mengartikan ADR sebagai sebuah perangkat 

pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan: 

1. Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para 

pihak 

2. Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang 

biasa terjadi 

3. Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke 

pengadilan. 
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Selanjutnya, Jacqueline M. Nolan-Holey dalam bukunya Alternative 

Dispute Resolution in A Nutshell menyatakan bahwa:  

“ADR is an umbrella term which refers generally to alternatives to 

court adjudication of dispute such negotiation, mediation, arbitration, 

minitrial and summary jury trial”.
20

 

Di dalam sistem pengambilan keputusan konvensional (keputusan 

melalui peradilan dan arbitrase), pihak pemenang akan mengambil segalanya 

(winnertakesall). Di dalam sistem ADR, penyelesaiannya diusahakan sebisa 

mungkin dilakukan secara kooperatif (co-operative solutions). Penyelesaian 

kooperatif ini biasa diistilahkan sebagai “win-win solutions” yaitu suatu 

penyelesaian di mana semua pihak merasa sama-sama menang.
21

 

Diantara  salah satu model ADR (Alternative Dispute Resolution) 

adalah mediasi. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, 

mediare yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang 

ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya 

menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah 

juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak 

dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para 

pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan 

kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. Penjelasan mediasi dari sisi 

                                                             
20 Rahmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Bandung: PT 

Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 10. 
21 Nyoman Gede Remaja, “Pengaturan ADR (Alternative Dispute Resolution) Kajian 

Terhadap Undang-undang No 30 Tahun 1999”, Lihat  http:///www.fakultashukum-universitas 

panjisakti.com%2Finformasi-akademis%2Fartikel-hukum%2F34-pengaturan-alternative-dispute-

resolution-adr-kajian-terhadap-undang-undang-nomor-30-tahun-1999, diakses tanggal 21 

November Pukul  14.30 WIB. 
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kebahasaan (etimologi) lebih menekankan kepada keberadaan pihak ketiga 

yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan 

perselisihannya dimana hal ini sangat penting untuk membedakan dengan 

bentuk-bentuk lainnnya seperti arbitrase, negoisasi, ajudikasi dan lain-lain. 

Menurut Takdir Rahmadi. A,  mengatakan mediasi adalah suatu proses 

penyelesaian sengketa  antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau 

cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan 

memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan 

bantuan prosedural dan substansial.  

Lain halnya dengan pengertian mediasi oleh Jimmy Joses Sembiring 

bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak 

ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk 

menyelesaikan sengketa mereka.  

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan 

dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses 

perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 butir 6). 

Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi 

membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian 

sengketa (Pasal 1 butir 5).  

Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2003 

tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli 

resolusi konflik. Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting 
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yang mana mediator pro-aktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian 

sengketa. Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif 

penyelesaian sengketa. Ia tidak hanya terikat dan terfokus pada apa yang 

dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka.  

Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak 

tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah 

mengalami kesulitan atau bahkan terhenti (deadlock) dalam penyelesaian 

sengketa mereka. Di sinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang 

netral dalam membantu penyelesaian sengketa. 

Dalam hal ini diperlukan untuk keterlibatan pihak ketiga yang 

independen untuk memberikan fasillitas dari mediasi. Dengan kata lain 

mediasi adalah negoisasi antara kedua belah pihak yang dibantu pihak ketiga 

yang bersifat netral. Namun ia tidak berfungsi sebagai Hakim yang berwenang 

mengambil keputusan.
22

 

Mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh 

Hakim di pengadilan atau pihak lain yang berada di luar pengadilan, akibat 

dari itu dalam keberadaan mediasi diperlukan aturan hukum. Aturan hukum 

yang mengatur mediasi di Indonesia, yaitu: 1) HIR Pasal 130/Rb.g Pasal 154, 

2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 

Penyelesaian Sengketa, 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39, 

Tentang Perkawinan, KHI Pasal 115, 131 (2) , 143 (1-2), 1- 4, dan PP No. 9 

Tahun 1975 Pasal 32 , 4) SEMA No. 1 Tahun 2002, tentang Pemberdayaan 

                                                             
22 Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Kewenangan Peradilan Agama, hlm. 

425- 428. 
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Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, dan 5) PERMA 

Nomor 1 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi di pengadilan. 

Berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama ditegaskan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang 

memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi 

syari’ah.
23

 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi atas lima bab, masing-masing bab membahas 

permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan 

gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global 

sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut: 

Bab pertama, pendahuluan mengemukakan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka 

pemikiran dan sistematika pembahasan. 

Kemudian bab kedua membahas landasan teori tentang konsep umum 

mediasi, yang meliputi pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, model-

model mediasi, syarat-syarat keberhasilan mediasi, tahapan dalam proses 

mediasi, pengertian hakam, pengertian sengketa ekonomi syari’ah. 

                                                             
23 Mustaming, “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui 

Proses Mediasi”, Lihat  https://jurnalalahkamstainpalopo.wordpress.com/2014/09/28/tinjauan-

yuridis-penyelesaian-sengketa-di-pengadilan-agama-melalui-proses-mediasi/. Diakses tanggal 21 

November 2015 Pukul 02.35 WIB. 

https://jurnalalahkamstainpalopo.wordpress.com/2014/09/28/tinjauan-yuridis-penyelesaian-sengketa-di-pengadilan-agama-melalui-proses-mediasi/
https://jurnalalahkamstainpalopo.wordpress.com/2014/09/28/tinjauan-yuridis-penyelesaian-sengketa-di-pengadilan-agama-melalui-proses-mediasi/
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Bab ketiga membahas metode penelitian, yang  meliputi jenis penelitian, 

lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data. 

Dalam bab keempat adalah pembasan inti dari skripsi. Bab ini 

membahas  tentang gambaran umum Pengadilan Agama Purbalingga, 

penyajian data hasil penelitian peranan Hakim sebagai mediator dalam 

penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah dan konsep penyelesaian sengketa 

ekonomi syari’ah dengan jalan perdamaian (s}ulh{) di Pengadilan Agama 

Purbalingga, dan analisis data hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan 

Agama Purbalingga yang meliputi salinan putusan dan wawancara Hakim, 

panitera, serta staff bagian arsip di Pengadilan Agama Purbalingga. 

Bab ke lima adalah berisi tentang penutup  yang meliputi kesimpulan, 

saran-saran. 



98 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kinerja penulisan dari bab I sampai V skripsi ini 

penulis dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tahapan tahapan mediasi ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama 

Purbalingga yaitu: Pra mediasi, mediasi, akhir mediasi. 

a. Pra mediasi 

Bilamana pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak sudah 

lengkap, maka berdasarkan ketentuan pasal, Pasal 130 HIR/ 154 (1) 

RBg jo, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2008, Hakim mewajibkan para pihak yang berperkara agar lebih 

dahulu menempuh mediasi. Sebelum mediasi dilaksanakan, para pihak 

terlebih dahulu memilih mediator yang akan menangani perkara 

tersebut. Selain berhak memilih mediator, para pihak juga dapat 

menentukan menggunakan hanya satu mediator atau lebih dari satu 

mediator. 

b. Mediasi 

Setelah ditetapkan mediator bagi para pihak, dan dokumen-

dokumen para pihak diberikan pada mediator untuk dipelajari. Maka 

mediator menentukan jadwal  pertemuan mediasi bagi para pihak dan 

mewajibkan kepada para pihak hadir. Mediator di Pengadilan Agama 

Purbalingga memberikan keleluasaan kepada para pihak dalam 



 99 

menentukan jadwal pertemuan karena Hakim mediator pun menyadari 

begitu pentingya kehadiran kedua belah pihak dalam proses mediasi. 

Proses mediasi dilaksanakan pada Pengadilan Agama Purbalingga 

pada tempat yang telah ditentukan.  

c. Akhir Mediasi 

Dalam proses mediasi hanya ada 2 (dua) kemungkinan yang 

diperoleh berhasil  atau gagal, dalam hal mediasi berhasil mencapai 

kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa, terdapat dua prosedur 

yang harus ditempuh oleh para pihak antara lain: 

1) Dalam sengketa perkawinan (perceraian dengan cerai gugat atau 

cerai talak) pihak Penggugat/ Pemohon pada persidangan 

berikutnya harus menyatakan mencabut gugatan/ permohonannya, 

karena dibidang sengketa perkawinan apabila proses mediasi 

berhasil mendamaikan kedua pihak, maka perkaranya harus 

dicabut. 

2) Dalam sengketa-sengketa selain perkawinan, seperti ekonomi 

syari’ah, waris, gono gini, dan sebagainya bila terjadi damai, atau 

mediasi berhasil, maka kedua belah pihak dapat membuat draft/ 

kesepakatan-kesepakatan yang diingankan, dirumuskan bersama 

kedua belah pihak (dapat juga dibantu mediator) yang kemudian 

dituangkan dalam sebuah Akta Perdamaian. 
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2. Peran mediator dalam menunjang efektifitasnya mediasi sengketa ekonomi 

syari’ah di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2014, yaitu: 

a. Peran mediator sangat berpengaruh dalam keberhasilan mediasi, 

karenanya pemilihan mediator menjadi suatu hak bagi para pihak yang 

bersengketa untuk membantu menengahi permasalahan yang dihadapi. 

Semakin tinggi jam terbang seorang mediator maka mediator tersebut 

memliki banyak strategi untuk mencapai keberhasilan mediasi. Selain 

itu menggunakan pendekatan dan bernegosiasi yang baik dan benar 

memberikan jalan untuk para pihak dalam mencapai kesepakatan atau 

win win solutions. Peran mediator sebagai sebuah garis rentang dari 

sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat. 

b. Sisi peran terlemah adalah apabila mediator hanya melaksanakan peran 

sebagai berikut: penyelenggaraan pertemuan, pemimpin diskusi netral, 

pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan 

berlangsung secara beradab, pengendalian emosi para pihak, dan 

pendorong pihak atau perunding yang kurang mampu atau segan 

mengemukakan pandangannya. Sedangkan sisi yang kuat mediator 

adalah bila dalam perundingan mediator mengerjakan atau melakukan 

hal-hal sebagai berikut: mempersiapkan dan membuat notulen 

perundingan, merumuskan titik temu atau kesepakatan para pihak, 

membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah 

pertarungan untuk dimenangkan, melainkan diselesaikan, menyusun 

dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah, dan membantu para 
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pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah dan di Pengadilan 

Agama Purbalingga sisi peran terlemah dan terkuat sudah mulai 

diterapkan sebagai tugas seorang mediator akan tetapi keputusan 

tetaplah kembali kepada para pihak karena mediator hanya memiliki 

kewenangan mengarahkan dan memberi jalan keluar diluar keputusan. 

B. Saran- saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Penulis ingin memberikan saran-

saran kepada beberapa pihak. Pertama, Kepada Perguruan Tinggi IAIN 

Purwokerto khususnya, untuk membuat lembaga mediasi dalam 

pengembangan tingkat mutualitas mahasiswa Syari’ah khususnya dalam 

membantu penanganan permasalahan hukum yang ada pada masyarakat. 

Kedua, Kepada Lembaga Pengadilan untuk membuka peluang pada kalangan 

akademisi dalam hal praktek hukum khususnya dalam mengembangkan model 

mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Ketiga, Kepada praktisi 

hukum untuk memberikan keadilan yang semestinya bagi masyarakat tanpa 

melihat latar belakangnya. 

C. Penutup 

Alhamdulilah segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, kasih 

dan sayang-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, meskipun 

masih jauh dari kata sempurna baik dari sisi penulisan, isi penulisan, dalam 

hal penyajian, atau pun dari sisi yang lain. Semua kesalahan semata-mata 

datang dari penulis, dan kebenaran mutlak milik Allah SWT. Oleh karena itu, 

kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan sebagai 
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perwujudan tanggungjawab peneliti terhadap penelitian yang telah dilakukan 

dan demi kesempurnaan skripsi ini. 

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik tenaga maupun ide 

pikiran dan atas kebaikannya semoga mendapat imbalan dan ridha Allah 

SWT. Akhrinya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin. 



PEDOMAN WAWANCARA: 

 

Narasumber Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Purbalingga 

1. Sudah berapa banyak kasus sengketa ekonomi syariah yang berhasil ditangani 

oleh Pengadilan Agama Purbalingga dalam kurun waktu Tahun 2009-2014? 

2. Bagaimana proses pendaftaran perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan 

Agama Purbalingga? Dari mulai meja satu sampai meja tiga… 

3. Berapa jumlah Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga?dari jumlah tersebut 

berapakah  yang sudah bersertifikat mediator? 

4. Bagaimana peranan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga sebagai mediator 

dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah? 

5. Sesuai dengan ketentuan pasal 15, pasal 16 ayat (1), pasal 17 ayat (1) dan pasal 

18 ayat (1) PERMA tentang tugas-tugas mediator, apakah tugas mediator sudah 

dengan ketentuan dalam PERMA?  

6. Bagaimana Hakim sebagai mediator dalam mengatur jadwal pertemuan para 

pihak, apakah jadwal pertemuan kedua belah pihak ditentukan oleh Pengadilan 

Agama Purbalingga atau mereka yang menentukan sendiri (para pihak)? 

7.  Apakah setiap mediator akan melakukan kaukus dan bagaimana upaya hakim 

dalam melakukan kaukus pada pihak terkait agar pihak tersebut mmencapai 

tujuan masing-masing (win win solutions)? 

8. Bagaimana peranan mediator dalam merumuskan kesepakatan perdamaian untuk 

mencapai kesepakatan bersama? 



9. Bagaimana strategi mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama 

Purbalingga? 

10. Factor apa saja yang membuat mediasi berhasil? 

11. Apa saja yang paling mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama 

Purbalingga? 

12. Apa saja yang masih dirasa kurang dari Pengadilan Agama tentang jalannya 

mediasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga? 
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periksa dan digunakan seperlunya. 

Wassalamu’alikum Wr. Wb. 

 

 

 

Saya tersebut di atas 

 

 

 

 

Ishmatul Maula 

 NIM. 1123202023 



 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

A. Identitas Diri 

1. Nama Lengkap  : Ishmatul Maula 

2. NIM   : 1123202023 

3. Tempat/Tgl. Lahir  : Brebes, 12 Februari 1993 

4. Alamat Rumah  : Laren RT 02/01, Kec. Bumiayu, Brebes 

5. Nama Ayah  : Khoeroni 

6. Nama Ibu   : Siti Rofiqoh 

B. Riwayat Pendidikan Formal 

1. MI al-Ishlah Laren, lulus tahun  2005. 

2. SMP Bustanul ulum, lulus tahun 2008. 

3. MAN 2 Brebes, lulus tahun 2011. 

4. Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto. 

 

 

 

Purwokerto, 16 Maret 2016 

Hormat Saya, 

 

 

Ishmatul Maula 

1123202023 


	COVER
	BAB I PENDAHULUAN
	BAB V KESIMPULAN
	LAMPIRAN



